
KEPUTUSAN 
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 

PROVINS! SUMATERA BARAT 
NOMOR: 6 /SB/2019 

TENTANG 

PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 
PROVINS! SUMATERA BARAT TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH 

TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN 
UNTUK DITETAPKAN MENJADI PERATURAN DAERAH 

Menimbang 

Mengingat 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 
PROVINS! SUMATERA BARAT, 

a. bahwa Gubemur Sumatera Barat pada Rapat Paripurna 
tanggal 29 November 2018 telah menyampaikan secara 
resmi Nota Pengantar terhadap Rancangan Peraturan 
Daerah Provinsi Sumatera Barat ten tang 
Penyelenggaraan Pendidikan; 

b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana 
dimaksud h uruf a diatas, telah dibahas Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi bersama Kepala 
Daerah sesua1 peraturan perundang-undangan yang 
berlaku; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu 
menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah Provinsi Sumatera Barat tentang Persetujuan 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera 
Barat terhadap Rancangan Peraturan Daerah Provinsi 
Sumatera Barat tentang Penyelenggaraan Pendidikan 
untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah; 

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1961 tentang 

Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 

1957 tentang Penetapan Daerah-Daerah Swatantra 

Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau sebagai 

Undang-Undang [Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1957 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 1646]; 
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3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem 

Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301); 

4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru 

dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4586); 

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 

sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 

Tahun 2014 ten tang Pemerintahan Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5679); 

6. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang 

Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang 

Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) 

sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir 

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 

tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah 

Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional 

Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5670); 

2 



8. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang 

Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang 

Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 

Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 

tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 

17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan 

Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5243); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2014 tentang 

Pengembangan, Pembinaan, dan Pelindungan Bahasa 

dan Sastra, Serta Peningkatan Fungsi Bahasa 

Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2014 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5554); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang 

Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178); 

12. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 tentang 

Penguatan Pendidikan Karakter (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 195); 

13. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 

Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusiff Bagi Peserta 

Didik yang Memiliki Kelainan dan Memiliki Potensi 

Kecerdasan dan/ atau Bakat Istimewa; 

14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 

72 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan 

Layanan Khusus (Berita Negara Republik Tahun 2013 

Nomor 822); 
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Memperhatikan 

Menetapkan 
KESATU 

KEDUA 

15. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 

36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, 

Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar 

dan Menengah; (Berita Negara Republik Tahun 2014 

Nomor 607); 

16. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 

30 Tahun 2017 tentang Pelibatan Keluarga Pada 

Penyelenggaraan Pendidikan (Berita Negara Republik 

Tahun 2017 Nomor 1378); 

17. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 3 

Tahun 2007 tentang Pendidikan Al-qur'an (Lembaran 

Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2007 Nomor 3, 

Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat 

Nomor 3 ); 

1. Hasil Pembahasan Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat 

Daerah Provinsi Sumatera Barat Bidang Kesejahteraan 

Rakyat, yang disampaikan pada Rapat Paripuma 

tanggal 8 Mei 2019; 

2. Pendapat Akhir Fraksi-Fraksi yang disampaikan pada 

Rapat Finalisasi Pembahasan Ranperda tanggal 

27 Maret 2019; 

MEMUTUSKAN 

Menyetujui Rancangan Peraturan Daerah Provinsi 

Sumatera Barat tentang Penyelenggaraan Pendidikan 

untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Provinsi 

Sumatera Barat. 

Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud 

dalam diktum KESATU sebelum ditetapkan menjadi 

Peraturan Daerah terlebih dahulu dilakukan persetujuan 

bersama antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi 

Sumatera Barat dengan Pemerintah Daerah yang 

dituangkan dalam Nota Persetujuan Bersama, dan 

ditandatangani oleh Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat 

Daerah Provinsi Sumatera Barat bersama Gubernur 

Sumatera Barat. 
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KETIGA 

KEEMPAT 

Nota Persetujuan sebagaimana dimaksud dalam diktum 
KEDUA diatas, merupakan lampiran yang tidak 
terpisahkan dari Keputusan ini. 

Kepu tusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi 
Sumatera Barat ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 

Ditetapkan di 
Pada tanggal 

Padang 
8 Mei 2019 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DA~H 
PROVINS! SUMATERA B T /nR_ 

Ketua, ~~ \r ~ 
1HENDRA IRWAN RAHIM 
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